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PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAMPAR DALAM PEMBINAAN INDUSTRI PANGAN

DI KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

OLEH :
YELMI MARITA

Pengembangan industri pangan tahu dan tempe dengan melakukan pembinaan
pengelolaan terhadap kepemillikan usaha tahu, Tempe dengan tujuan
meningkatkan meningkatkan kemampuan masyarakat didalam pengelolaan usaha
industri tersebut. Pelaksanaan Pembinaan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kampar yang meliputi, Memberi pengarahan, Memberi
bimbingan, Melakukan pengawasan, Memberikan pendidikan dan pelatihan dan
Memberi buku petunjuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam Pembinaan
Industri Pangan di Kabupaten Kampar serta mengetahui hambatan pelaksanaan
tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam
Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian
Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam
Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten Kampar melalui lima indikator berada
pada kata gori “Cukup Baik” bahwa Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kampar dalam Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten
Kampar dengan kegiatan pembinaan belum terlaksana dengan maksimal mulai
dari penetapan waktu kegiatan pembinaan, kemampuan petugas pelaksana
pembinaan, dan evaluasi peningkatan upaya pembinaan. Kesimpulan penelitian
bahwa Peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam
Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan
maksimal didalam pembinaan usaha isndustri pangan Tahu, Tempe. Namun
penulis memberi saran agar Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten
Kampar meningkatkan waktu kegiatan pembinaan dan jumlah petugas didalam
memberikan pelatihan, dan melalakukan evaluasi didalam meningkatkan
pengembangan pembinaan usaha tahu, tempe.

Kata Kunci : Pembinaan, Tugas, Usaha Isdustri.
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THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND LABOR OF
KAMPAR REGENCY IN THE DEVELOPMENT OF FOOD INDUSTRIES IN

KAMPAR REGENCY

ABSTRACT

BY :
YELMI MARITA

Industrial Development by fostering the tofu and tempeh food industry with the
aim of increasing the ability of the community in managing industrial businesses.
Implementation of industrial development based on the duties of the Kampar
District Industry and Labor Office based on Kampar Regent Regulation No. 59 of
2016 concerning the Kampar Regency Industry and Labor Office in fostering the
Food industry includes Giving direction, Giving guidance, Supervising, Providing
training, Providing training and manuals. The purpose of this study was to
determine the Role of the Department of Industry and Labor of Kampar Regency
in the Development of Food Industry in Kampar Regency and to find out the
obstacles in carrying out the duties of the Department of Industry and Labor of
Kampar Regency in the Development of Food Industry in Kampar Regency. The
research method used is a combination of quantitative and qualitative methods.
The results of the research of the role of the Department of Industry and Labor of
Kampar Regency in the Development of Food Industry in Kampar Regency
through five indicators are in the words "Pretty Good" with an average value of
16 with a percentage of 53%. the ability training activities have not been
implemented. The conclusion of the research is known that the role of the
Department of Industry and Labor of Kampar Regency is said to be quite good.
However, the authors suggest that the Department of Industry and Labor of
Kampar Regency increase the number of employees in providing coaching and
training, increasing the ability of employees in providing training materials for
the business of tofu industry, Tempeh.

Keywords: Coaching, Tasks, Industrial Business.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: “melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasar

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam rangka mewujudkan

tujuan Negara tersebut maka Pemerintah telah menyusun pemerintahan dalam tiga

tingkatan yaitu Pemerintah Pusat, Pemrintah Daerah dan Pemerintah Desa. Untuk

mencapai keefektifan penyelenggaraan pemerintah, dalam Undang-Undang Dasar

1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas

daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan

kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah

daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan kedudukan Pemerintah

Daerah dan Desa dalam pasal 18B yaitu, Negara mengakui dan menghormati

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa

yang diatur dengan Undang-Undang.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Negara Republik Indonesia

untuk mempermudahnya maka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

dibagi dalam daerah besar dan kecil. Sebagai mana yang terdapat dalam undang-

undang Dasar 1945 Republik Indonesia pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi



2

itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu

mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

bahwa Urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan

absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan

pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi

kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah

kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Berikut

menggambarkan pembagian urusan pemerintahan.

Gambar I.1: Pembagian Urusan Pemerintahan

Sumber : Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Urusan Pemerintah Daerah

Pemerintahan UmumAbsolut Konkuren

1. Pertahanan
2. Keamanan
3. Agama
4. Yustisi
5. Politik Luar Negeri
6. Moneter dan Fiskal

PilihanWajib

Non
Pelayanan

Dasar

Pelayanan
Dasar

1. Kelautan dan perikanan;
2. Pariwisata;
3. Pertanian;
4. Kehutanan;
5. Energi dan sumber daya

mineral;
6. Perdagangan;
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi
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Undang-undang nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan

terdiri dari  3 urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren,dan

urusan pemerintahan umum dimana urusan Konkuren sebagai urusan

pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan Daerah provinsi dan

Daerah Kabupaten/Kota. Dimana pada pasal 12 Point (3) disebutkan bahwa

Urusan Pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.1

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa urusan pilihan

perindustrian sebagai kewenangan pemerintah daerah dalam melaksankan

otonomi daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah. Pengembangan Industri

dalam Usaha kecil dan menegah ditangani oleh daerah dalam mengembangkan

industri yang berbasiskan pengembangan ekonomi rakyat melalui keikut sertaan

pemerintah dalam memberikan mutu pengetahuan dan hasil usaha industri yang

berdaya saing di pasaran.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian didalam

pengembangan industry oleh pemerintah dikatakan pada pasal 112 poin c

melakukan koordinasi pelaksanaan kewenangan pengaturan yang bersifat teknis

untuk bidang Industri tertentu dalam rangka pembinaan, pengembangan, dan

pengaturan. Hal ini Pemerintah mengadakan pembinaan berupa bimbingan dan

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
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penyuluhan, mengenai pelaksanaan upaya yang menyangkut keamanan dan

keselamatan alat, proses serta hasil produksi industri termasuk pengangkutannya.

Pentingnya peranan industri kecil dalam mengembangkan perekonomian

nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan dalam negeri Nomor 83

Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam

Permendagri ini diatur bahwa pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil perlu

diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui

pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan,

perlindungan dan pengembangan yang seluas-luasnya, dan pemberian izin usaha

sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro dan

Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan

peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan

kemiskinan.

Pembangunan ekonomi di Indonesia, Industri Kecil dan Menengah selalu

digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena

sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam

kegiatan usaha kecil baik itu disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha

kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan

yang dikelola oleh Pemerintah.

Selama ini telah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk

membantu perkembangan industri kecil dan menengah melalui berbagai program

pengembangan dan pembinaan industri kecil dan menengah, hal ini perlu lebih

dibina menjadi usaha yang makin efisien dan mampu berkembang mandiri,
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meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka lapangan kerja dan mampu

meningkatkan peranannya dalam penyediaan barang dan jasa serta berbagai

komponen baik untuk keperluan pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk menciptakan usaha/industri yang kondusif, semestinya seorang

usahawan harus diberikan pelatihan ataupun pembinaan guna untuk mengetahui

bagaimana menciptakan produk yang baik dan hasil usaha industri yang dapat

dipasarkan ditegah-tegah masyarakat. Pembinaan yang diberikan adalah suatu

tindakan, proses, hasil dari pembinaan yang diberikan dengan adanya kemajuan,

peningkatan, pertumbuhan, terjadinya evaluasi atas berbagai kemungkinan,

berkembang atau meningkatnya sesuatu Industri usaha yang dilaksanakan.

Pengembangan industri pangan di Kabupaten Kampar masih terlihat

mengalami hambatan hal ini tidak lain ditandai dengan kurangnya kemampuan

pengusaha industri pangan menguasai pasar, dan kurangnya pengetahuan para

pengusaha tentang bagaimana menjalankan usaha yang baik sehingga belum

memiliki pengembangan yang diminati para konsumen, hal ini Pemerintah

kabupaten Kampar melalui Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar perlunya memberikan peningkatan kemampuan akan setiap kepemilikan

usaha industri Tahu Tempe.

Untuk itu dalam meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, maka

pemerintah harus lebih bijak mengenalkan program yang direncanakan untuk

diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan ilmu dan

sumber daya yang mereka miliki untuk diterapkan dalam kehidupan melalui Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar merupakan instansi
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Pemerintah Daerah yang mempunyai kewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan

Otonomi Daerah termasuk dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan

industri kecil dan menengah di Kabupaten Kampar.

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah indsudtri pangan dalam

rangka meningkatkan kemampuan SDM IKM baik pengetahuan

keterampilan/kreatifitas ataupun Administrasi sehingga mereka mampu dan

berdaya saing serta menetapkan keputusan sendiri terkait dengan Usaha Industri

yang dilaksanakannya. Pengembangan Industri usahan pangan melalui tugas dan

fungsi Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar berdasarkan

Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar, dimana pelaksanaan pembinaan industri usaha pangan

melalui Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan dimana

pada pada Pasal 15 dikatakan bahwa tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan

IKM Sandang dan Pangan antara lain Memberikan bimbingan dan penyuluhan

terhadap pelaku usaha industri untuk meningkatkan dan pengembangan industry

dan menyusun rencana dan bahan pembinaan  industri sandang dan pangan;

Pelaksanaan pengembangan industri pangan masih terlihat banyak

mengalami hambatan dikarenakan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang

rendah menjadi hambatan mendasar dalam pengembangan usaha kecil tersebut,

ditandai dengan kurangnya kemampuan pengusaha industri pangan menguasai

pasar, dan kurangnya pengetahuan para pengusaha tentang bagaimana

menjalankan usaha yang baik.
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Pembinaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

tidak telepas dari program kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dengan

tujuan tercapainya  kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar dalam pencapaian pembinaan pelatihan bagi setiap Industri pangan yang

ada di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Adapun program pembinaan

terhadap usaha Industri Tahu, Tempe berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka

Menegah 2016 sampai dengan 2021 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan setiap Industri Usaha Pangan.

2. Penetapan Pembinaan dan Pelatihan bagi setiap Industri Usaha Pangan.

3. Waktu Pembinaan dan Pelatihan selama 5 (lima) Hari.

4. Pemasaran dan Promosi Produk Industri Usaha Pangan.

Penjelasan di atas terlihat jelas program yang ditetapkan oleh Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mulai dari pendataan,

pembinaan dan pelatihan sampai dengan promosi hasil produk Industri Usaha

Pangan.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar telah

melakukan berbagai upaya dalam membina pelaku Industri Kecil Menengah

dengan tujuan tercapainya sasaran peningkatan pengembangan Industri Kecil

Menengah yang ada, adapun tahapan pembinaan yang diberikan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam pengembangan

Industri Kecil Menengah sebagai berikut :

a. Pra Perencanaan



8

Pelaksanaan kegiatan di awali dengan persiapan pra perencanaan terkait

penetapan jadwal pelatihan, dan pendekatan dan penentuan rancang bangun

pelatihan serta survey pendahuluan yang dilakukan panitia pelaksana atau Bidang

Pembinaan IKM, ke beberapa kelompok usaha industri.

b. Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan terkait dengan beberapa kegiatan yaitu:

penetapan waktu dan tempat kegiatan, jumlah peserta, susunan panitia pelatihan,

pembuatan undangan, materi, metode penyampaian materi, jumlah materi dalam

satuan mata pelatihan, kebutuhan alat dan bahan serta penentuan jumlah anggaran

yang dibutuhkan.

c. Pelaksanaan

Narasumber hadir di lokasi pada pukul 08.30, setelah sebelumnya

bersilaturahmi dengan peserta dan panitia pelaksana, langsung menyampikan

materi dan praktek sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dalam proses

perencanaan.

d. Evaluasi

Evaluasi Terhadap Keseluruhan Kegiatan Evaluasi terhadap keseluruhan

pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam dua tahap. Pertama dilakukan langsung

setelah acara selesai dan yang kedua dilakukan monitoring terhadap peserta yang

sudah mengikuti pelatihan.

Tahapan pembinaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar berdasarkan penjelasan di atas sebagai panutan berlangsungnya

pembinaan yang akan dilaksanakan dengan harapan pembinaan yang diberikan
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mulai dari tahap pra perencanaan, perencanaan, pelaksanaan sampai dengan

evaluasi hasil keseluruhan kegiatan berlangsung sesuai dengan tahap yang

ditetapkan, Pelaksanaan Tahapan pembinaan cenderung tidak sesuai dengan

dengan pelaksanaan dilapangan dimana dari waktu tahap pelaksanaan pembinaan

selama 5 (lima) hari melainkan dilapangan sewaktu kegiatan hanya berlangsung 3

(tiga) hari serta belum adanya promosi hasil industri usaha pangan yang

dilaksanakan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar  sehinga

terkesan bahwa pelaksanaan kegiatan pembinaan tidak seutuhnya dilaksanakan

sesuai dengan tahapan pembinaan yang ada sehingga pembinaan yang diberikan

tidak memberikan dampak terhadap kemajuan secara utuh terhadap Industri

Pembinaan pangan.

Adapun berikut Industri Usaha Pangan yang diberikan pembinaan oleh

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar di Kecamatan Tapung

Hilir Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel I.1 Jumlah Usaha Idustri Kecil dan Menegah Pagan di Kecamatan
Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2018

No Usaha
Industri

Jumlah
Usaha

Pembi
naan

Perse
ntase

Jumlah
Pegawai

Pembinaan
Waktu Realisasi

1 Kue Basah 4 Usaha - - 4 5 Hari 3 Hari
2 Tahu 36 Usaha 25 69.4

%4 Tempe 15 Usaha 5 33.3
%5 Ikan Sale 5 Usaha - -

6 Keripik
Ubi

6 Usaha - -

Jumlah 66 Usha 30
Sumber : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, 2019

Berdasarkan tabel di atas Usaha Idustri Kecil dan Menegah Pangan di

Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2018 dengan jumlah usaha

industri pangan sebanyak 6 usaha industry dengan jumlah kepemilikan usaha
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sebanyak 66 Usaha pangan yang meliputi Kue Basah, Tahu, Tempe, Ikan Sale,

Kripik Ubi. Terlihat bahwa Usaha Pangan yang diberikan pembinaan tahun 2018

meliputi Usaha tahu sebanyak 25 usaha dan tempe sebanyak 5 usaha dengan

jumlah pegawai yang memberikan pembinaan sebanyak 4 (empat) pegawai

dengan waktu pembinaan selama 5 (lima) hari dan realisasinya hanya 3 (tiga) hari

sehingga belum tepat sasaran sesuai dengan ketetapan lamanya waktu pembinaan.

Hal ini terlihat bahwa pembinaan yang diberikan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar belum terlaksana dari jumlah usaha pangan yang ada.

Hal ini sudah seharusnya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar memberikan perataan pembinaan terhadap usaha Industri Tahu guna

meningkatkan pengetahuan pengelolaan usaha pangan serta meningkatkan

pendapatan perekonomian tahu.

Dari beberapa jenis industri kecil yang tersebar di Kabupaten Kampar

diketahui bahwa perkembangan Industri Kecil Pangan merupakan salah satu

kebutuhan pokok manusia yang sangat terpengaruh terhadap pertumbuhan dan

kehidupan bangsa serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam

perekonomian Nasional.

Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam

Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten Kampar belum terlaksana dimana masih

banyal kepemilikan Industri belum terdata dan diberikan pembinaan, belum

terselenggaranya waktu yang ditetapkan didalam pembinaan pelatihan dimana

ketetapan selama 5 hari melainkan kenyataannya sampai 3 hari, dan pemberi

pembinaan pelatihan diketahui belum memiliki kemampuan wawasan yang lebih
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baik dari kepemilikan usaha sehingga pemberian pembinaan pelatihan belum

memberikan wawasan kemampuan bagi kepemilik usaha, serta belum adanya

evaluasi yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar terkait bentuk atau upayah-upayah didalam pengembangan pembinaan

pelatihan didalam meningkatkan pegetahuan kepemilikan industry tersebut.

Sehingga secara menyeluruh kegiatan pembinaan pelatihan belum terlihat

terlkasana dengan maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas adapun yang menjadi fenomena dalam

Pelaksanaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam

Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar sebagi berikut :

1. Diketahui bahwa kurangnya jumlah pegawai khususnya tenaga pembina

Industri usaha Pangan oleh di Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar terlihat bahwa jumlah pegawai yang melakukan

pembinaan sebanyak 4 orang yang seharusnya dapat ditingkatkan

sebanyak 8 orang hingga pelaksanaan pembinaan mulai dari tahap

perencanaan sampai dengan pelaksanaan belum berlangsung dengan baik

dari 30 jumlah industri usaha yang ada yang diberikan pembinaan.

2. Diketahui kegiatan pembinaan dinilai belum sesuai dengan program yang

ditetapkan hal ini terlihat dalam waktu pelaksanaan pembinaan selama 5

hari melainkan dilapangan terlaksana selam 3 hari pembinaan yang

diberikan mulai dari pemberian materi pembinaan sampai dengan praktek

kegiatan pelatihan tidak terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan.



12

3. Diketahui pemberian pembinaan belum diberikan seluruhnya terhadap

industri usaha tahu dan tempe dimana usaha Tahu sebayak 36 usaha

melainkan yang diberikan pembinaan sebanyak 25 usaha tahu, sedangkan

industri usaha tempe sebanyak 15 usaha melainkan yang diberikan

pembinaan sebanyak 5 usaha tempe, sehingga hal ini menyebabkan

banyaknya usaha yang masih ketinggalan dalam hal pengetahuan

pengembangan usaha tersebut.

Dari berbagai uraian permasalahan di atas, mengingat kota pekanbaru

memiliki potensi dan memiliki peluang besar untuk berkembang dengan adanya

industri kecil dan menengah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul “Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar”.

B. Identifikasi Masalah

Dari sejumlah permasalahan dalam  pembinaan Industri Pangan di

Kabupaten Kampar dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang meliputi:

1. Belum maksimalnya kegiatan pembinaan usaha industry Tahu, tempe

sehingga dari sejumlah pengusaha yang telah ikut pembinaan masih tetap

terlihat usahanya belum berkembang.

2. Penetapan Waktu kegiatan selama 5 hari pembinaan belum memberikan

dampak terhadap akan hasil pembinaan yang diberikan terhadap pengusaha

Tahu, Tempe.

3. Kurangnya kemampuan peawai didalam memberikan pembinaan dan

pelatihan terhadap sejumlah pengusaha yang telah ikut pembinaan.
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4. Belum maksimalnya jumlah pegawai didalam memberikan pembinaan sesuai

dengan pemiliki usaha Tahu, tempe.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas kemudian penulis dapat merumuskan masalah

yang perlu untuk dikajikan pembahasan penelitian. Adapun masalah yang

dirumuskan dalam penelitian tesis ini adalah “Bagaimanakah Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan

Industri Pangan Di Kabupaten Kampar.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

a) Untuk mengetahui Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar.

b) Untuk mengetahui hambatan Pelaksanaan Peranan Dinas Perindustrian

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Membina Industri Pangan Di

Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

a) Akademis: Untuk mengembangkan dan memperkaya pengetahuan kajian

dibidang Ilmu pemerintahan.
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b) Teoritis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi

kepustakaan bidang Ilmu Pemerintahan yang menggunakan teoriperanan

untuk menganalisa masalah-masalah penelitian.

c) Empiris: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan

dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan

Industri Pangan Di Kabupaten Kampar.
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BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah merupakan sekelompok orang yang dianggap mampu untuk

menjalankan pemerintahan, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, dan

pemerintah berasal dari kata perintah yang memiliki empat unsur yaitu : ada dua

pihak terkandung, kedua pihak tersebut memiliki hubungan, pihak yang

memerintah memiliki kewenangan dan yang di perintah memiliki kekuatan.2

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan

memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan

pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan

menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang

diperintah.3

Konsep ilmu ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang

mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun

dan difungsikan, baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya.4

Ilmu pemrintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi

dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publk dan layanan

2 Syafiie, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama. Tahun 2005.
Hal 20.
3 Ndraha, Taliziduhu. Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru) 1, Jakarta, Raneka Jaya. Tahun
2003. Hal. 6
4 Syafiie, Inu Kencana dan Andi Azikin.. Perbandingan Pemerintahan, Bandung, PT. Refika
Aditama. Tahun 2008. Hal. 21
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sivil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat

dibutuhkan oleh yang bersangkutan.5

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintah untuk mewujudkan apresiasi masyarakat dan mencapai tujuan serta

cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlansung secara berdaya

guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari (KKN)

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang

mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila

ditinjau dari defenisi pemerintahan, mengemukakan bahwa pemerintah berasal

dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat

unsure, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling

memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang

diperintah memiliki ketaatan.6

Kemudian Budiarjo (2008; 21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah

segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan

kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah

suatu negara memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar

negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya negara dalam ilmu politik

5 Ndraha, Taliziduhu. Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta. Tahun 2005.
Hal. 22.
6 Syafiie, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama. Tahun 2005.
Hal. 20.



17

adalah negara (state), kekuasaan (Power), pengambilan keputusan

(Decisionmaking), kebijaksanaan (policy, beleid) dan pembagian (distribution)

atau alokasi (allocation).7

Secara umum tugas pokok pemerintahan mencangkup tujuh (7) bidang,

diantaranya adalah sebagai berikut:8

1) Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar

dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam yang dapat

menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2) Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontok

diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang

terjadi dalam masyarakat dapat berlansung secara damai.

3) Menjamin diterapkannya peraturan yang adil kepada setiap warga

masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi

keberadaan mereka.

4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam

bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non

pemerintah atau yang lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.

5) Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

6) Menetapkan kebijaksanaan ekonomi yang menguntungkan masyarakat

luas.

7 Budiarjo, Meriam. Dasar-dasar Imu Politik. Jakarta. Pt. Gramedia Pustaka Utama. 2008. Hal 21
8 Rasyid, M. Ryass. Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan. Jakarta.
Yasrif Watampone. Tahun 1997. Hal. 41.
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7) Menerapkan kebijaksanaan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.

Sedangkan konsep pemerintahan dapat diartikan sebagai badan atau

lembaga para penguasa sebagai jabatan pemerintah untuk melaksanakan kegiatan

pemerintah, pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut diharapkan menaati

ketentuan hukum dalam batas wilaya Negara, baik oleh setiap warga Negara

maupun secarakolektif oleh setiap komponen pemerintahan dan masyarakat.9

Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi

kebutuhan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang dimaksud

dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan

kepentingan manusia dan masyarakat.10

Pemerintah adalah gejala sosial artinya terjadi pada hubungan antara

masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun

kelompok dengan individu.11

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan antara lain Meliputi:

1. Menjamin keamanan dari segala ancaman baik dari luar negeri maupun
dalam negeri.

2. Memilihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar
masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi di dalam
masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap masyarakat tanpa membedakan status
apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.

5. Melakukan upayah-upayah untuk kesejahtraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup.12

9 Situmorang, Victor M. Hukum Administrasi pemerintahan di Daerah. Jakarta. tahun 1993. hal. 7
10 Ndraha, Taliziduhu. Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta. 2005. Hal.
56.
11 Ndraha, Taliziduhu. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Jakarta. Rineka Cipta. Tahun 1997. Hal 6
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Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :13

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki
unsure-unsur Dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar Dinas-
Dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh Dinas
itu, atau

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari
setiap Dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara
sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koorDinasi
pengawasan kedalam dan keluar, atau

3. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya
hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian
rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara
pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar
terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien
dalam pemerintahan, atau

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan Dinas umum dalam
arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang
menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode
bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari tata cara bagaimana

lembaga atau Dinas pemerintahan umum disusun dan difungsikan, baik secara

internal maupun keluar.14

Pemerintah baik pusat maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam

negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai

kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan,  baik pelayanan

perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada

masyarakat.15

12 Rasyid, M. Ryass. Makna Pemerintahan : Tinjauan Dari Segi Etikadan Kepemimpinan. Jakarta.
Yasrif Watampone. Tahun 1997. Hal. 13
13 Syafiie, Inu Kencana. Manajemen Pemerintahan. Jakarta. Perca. Tahun 2007. Hal. 32
14 Syafiie, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung. Refika Aditama. Tahun 2005.
Hal. 35.
15Syafhendri. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.
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Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan

pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif

secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoorDinasi

agar tujuan Negara dapat terwujud.

Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan

masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara. Adapun bentuk-bentuk

Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis

pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :16

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah

yang bersifat monarkis (monarchy), pemerintahan yang bersifat diktatoris

(dictatorship), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan

yang bersifat pluraristik (plural headship).

2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi

demokrasi (democracy) adalah system pemerintahan monarkis dengan

kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik.

Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic

semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada

dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarcy

kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan

fungsi pemerintahan. Bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk

16 Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru. Marpoyan Tujuah. Tahun 2015. Hal.
47.
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merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan

suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi

politik.17

2. Konsep Pembinaan

Kata pembinaan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri yaitu

“usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil

guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik, meningkat, dan mendapatkan

manfaat yang positif” (KBBI, 1990: 134). Pada dasarnya pembinaan juga

diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang

maksimal dan memiliki manfaat yang positif. Hal tersebut sejalan dengan yang

disampaikan Miftah bahwa, “pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau

pernyataan menjadi lebih baik”.18

Secara lebih luas, pembinaan bukan hanya diartikan sebagai bentuk

kegiatan yang dilaksanakan demi tercapainya hasil yang baik namun pembinaan

dapat diartikan sebagai pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan.

Pengelolaan kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan dapat berupa perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan yang dilakukan. “pembinaan

adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian,

pembiayaan penyusunan program koorDinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu

17Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara. Pekanbaru. Marpoyan Tujuah. Tahun 2015. Hal. 48
18 Miftah Thoha. Pembinaan Organisasi. Jakarta: CV. Rajawali. 2002. Hal. 72
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pekerjaan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil yang

semaksimal mungkin”.19

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan

adalah suatu usaha, proses, atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan

sampai dengan evaluasi yang dilakukan secara keseluruhan melalui unsure

organisasi seperti peraturan atau kebijakan, tenaga penyelenggara, staf dan

pelaksana, bahan dan alat (material), biaya dan perangkat lainnya secara efektif

dan efisien untuk mencapai tujuan, hasil yang baik serta maksimal.

3. Konsep Peranan

Konsep tentang peranan menurut Labolo dalam buku Ensiklopedia

Manajemen mengungkapkan sebagai berikut:20

1) Bagian dari tugas yang utama dilakukan oleh manajemen.

2) Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status

3) Bagian suatu fungsi seseorang dan kelompok atau pranata

4) Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang

ada padanya Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat.

Berdasarkan  pengertian tersebut  dapat  diambil  kesimpulan bahwa

peranan merupakan penilaian sejauh mana tugas, fungsi dan kewajiban

seseorang atau bagian dalam menjunjung usaha pencapaian tujuan yang

ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai sebab

akibat.

19 Suparlan. . Kamus Pekerjaan Sosial. Yogyakarta: Yayasan Kanisius. Tahun 2000;109
20 Labolo, Muhadam. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta, Rajawali Pers. Tahun. 2007. Hal,
768.
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Makna peranan menurut Suharto dapat dijelaskan beberapa cara, yaitu:21

1) Penjelasan Historis, menurut penjelasan historis konsep peranan semula

dipinjam dari kalangan yang  memiliki hubungan erat dengan drama

atau teater yang hidup subur pada Zaman Yunani Kuno dan Romawi.

Dalam hal ini, peranan berarti karakter yang disandang atau dibawa oleh

seseorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

2) Pengertian peranan menurut ilmu sosial, peranan dalam ilmu sosial

berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki posisi

dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu,

seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinnya

tersebut.

Pengertian peranan dalam kelompok pertama di atas merupakan

pengertian yang dikembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan

antara peran- peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan

kewajiban yang secara normatif telah dirancang oleh sistem budaya.

Sedangkan pengertian peranan dalam dua kelompok adalah paham

interaksionis, karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari

fenomena peranan. Seseorang menjalankan peranan mana kala ia menjalankan

hak dan kewajiban yang merupakan bagian tak terpisah dari status yang

disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peran sosial.

Menurut Mardikanto konflik peran sering terjadi pada orang yang

memegangsejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu

21 Suharto, Edi. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Prestasi Pustaka. Tahun 2006. Hal. 33.
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mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran

tujuan yang sama.22 Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk

mentaati pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua (2)

konflik peran yakni, konflik antara berbagai peran yang berbeda, dan konflik

dalam satu peran tunggal. Pertama, satu atau lebih peran (apakah itu peran

independent atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan

kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. Kedua, dalam peran

tunggal mungkin ada konflik inheren. Adanya harapan-harapan yang bertentang

dalam satu peran yang sama ini dinamakan role strain.

Satu hal yang menyebabkan terjadi role strain adalah karena peran

apapun sering menuntut adanya interaksi dengan status lain yang berbeda.

Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang

berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, ada yang

tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya

adalah beberapa peran.

Awang menjelaskan peranan adalah suatu konsep yang tentang apa saja

yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi,

peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur

masyarakat sosial. Peranan meupakan aspek yang dinamis dari status atau

aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibanya sesuai dengan kedudukanya, berarti orang tersebut menjalankan

22 Mardikanto, totok, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik. Bandung,
Alfabeta. Tahun 2015. Hal 107
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peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukanya.23

Menurut Levy dalam Soekanto pentingnya pembahasan peranan yang

melekat pada individu dalam masyarakat:24

1) Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur

masyarakat hendak dipertahankan kelangsunganya.

2) Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang  dianggap

oleh masyarakat yang mampu melaksanaknya.

3) Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu

melaksanakan perannnya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam Kansil, mendefinisikan peranan adalah sebagai harapan-

harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial

tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma

sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan

oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan

yaitu harapan yang dimiliki oleh dipemegang peran terhadap masyarakat atau

terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.25

Sementara itu Kaho menyatakan peranan adalah suatu perilaku yang

diharapkan oleh orang lain yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan

yanag  tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian

23Awang, Azam, 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta, Pelajar
Pustaka

24 Soekanto, Soejono. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Tahun, Hal.
275.
25Kansil, CST dan Christine, Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta, Bumi Aksara. Thaun
2003. Hal 105.
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diambil alih oleh para individu.26

Pembinaan menurut Widjaja adalah suatu proses pengembangan yang

mencakup urutan-urutan pengertian di awali dengan mendirikan,menumbuhkan,

memilihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha perbaikan, dan akhirnya

mengembangkan, dengan demikian pembinaan adalah sejauh mana usaha dari

kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyususan

program, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan secara berdaya

guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan dengan semaksimal mungkin.27

Menurut Hidayat mendefinisikan pembinaan sebagai usaha yang

dilakukan secara sadar, terencana, teratur, dan terarah, untuk meningkatkan

pengetahuan,sikap dan keterampilan subjek didik dengan tindakan-tindakan,

pengarahan, bimbingan, pengembangan, dan pengawasan dalam pencapaian

tujuan pembinaan yang diharapkan meliputi :

1. Memberi pengarahan

Suatu bentuk kinerja organisasi yang terarah dalam pencapaian tujuan melalui

bentuk-bentuk pengarahan dengan maksimal sehingga pencapaian tujuan

dapat terlaksana.

2. Memberi bimbingan

Penetapan cara yang telah ditetapkan suatu organisasi dalam mendidik

kemampuan berpikir dan pelaksana penerapan hasil pembinaan yang telah

diberikan.

26Kaho, Joseph Riwo, Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta, CV
Rajawali. Tahun 2012, Hal. 76.
27 Widjaja, Haw. Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, Jakarta :  Raja Grafindo Persada.
Tahun 2001. Hal. 139.
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3. Melakukan pengawasan

Melakukan pengawasan adalah pelaksanaan monitoring keberlangsungan

suatu pelaksanaan yang terjadi dilapangan sesuai dengan penerapan dengan

melihat perkembangan dan hasil dari kinerja yang telah dilaksanakan.

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah pembekalan materi secara

tertulis maupun lisan serta mengikutkan peraktek secara langsung dalam suatu

organisasi dengan tujuan yang akan dilaksanakan.

5. Memberi buku petunjuk

Memberi buku petunjuk adalah penetapan pedoman dalam bentuk materi buku

yang menerangkan kecakapan dalam bertindak serta menagnalisa bentuk

penerapan kegiatan yang berlangsung. 28

Menurut Efendi Pembinaan adalah pendidikan dalam rangka perbaikan

dan perbaharuan suatu kondisi pada orang perorangan, kelompok maupun dalam

aspek bidang kehidupan tertentu secara langsung termasuk di dalamnya bidang

ekonomi, bidang sosial budaya dan bidang politik, sehingga dengan mulai

pendidikan itu dapat mencapai titik maksimal.29

Menurut ismail (2001:154) mendefenisikan pembinaan sebagai proses

komunikasi dua arah yang menguhubungkan pusat pengetahuan dengan penerima

dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyrakat

dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna.

28 Hidayat. Organiusasi Publik, Jakarta : Ghalia Indonesia. Tahun 2000. Hal 26.
29 Efendi, Mahrizal. Pembinaan Ekonomi dan budaya indonesia. Jakarta ; Balai Pustaka. Tahun
2003. Hal 24.
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Menurut Thoha pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau

pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan,

peningkatan, pertumbuhan, evolusi, atau berbagai kemungkinan, berkembang atau

peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu

sendiri bisa berupa suatu tindakan proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan

kedua pembinaan itu bisa menunjukkan perbaikan atas sesuatu.30

1. Pembinaan merupakan pemberian bimbingan, pengarahan, pendidikan

dan latihan, instruksi, dan literatur atau buku petunjuk dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Memberikan pengarahan merupakan suatu proses pemberian petunjuk

kinerja perangkat desa melalui kepala

3. Pemberian bimbingan merupakan penyaluran bentuk arahan kenerja

yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok individu, agar dapat

madiri melalui berbagai bahan, interaksi, nasihat, dan gagasan yang

diselenggarakan dalam suasana asuh yang normative

4. Melakukan Pengawasan merupakan pengawasan kinerja perangkat

desa dalam melayani masyarakat melalui tindakan dan hasil kinerja

yang terlaksana

5. Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini pendidikan

dalam bentuk kinerja yang akan dilaksanakan melalui pelatihan secara

menyeluruh terhadap tujuan yang akan dicapai

30 Miftha Thoha. Kepemimpinan dalam Manajement (Suatu Pendekatan Perilaku). Jakarta, PT.
Raja Grafindo Persada. Tahun 1994. Hal. 71.
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6. Memberi buku petunjuk adalah sebagai pedoman agar terciptanya

kinerja yang terarah berdasarkan tugas masing-masing perangkat desa

7. Memberi intruksi-intruksi merupakan perintah atau arahan untuk

melakukan suatu pekerjaan atau melaksanakan suatu tugas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa  peranan

adalah perilaku yang ditujukan oleh seseorang dan organisasi karena kewajiban

dari pekerjaanya. Dengan memberikan pembinaan merupakan pengarahan

bimbingan secara sadar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian

dibidangnya. Didalam pembinaan yang mengarahkan pegawai dapat memahami

bidangnya dengan cermat tegas dalam pencapaian suatu tujuan organisasi.

B. Kerangka Pemikiran

Gambar II.I Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Dinas Perindustrian
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan
Industri Pangan Di Kabupaten Kampar

Sumber : Modifikasi penulis, 2019

Peraturan Bupati Kampar Nomor 59
Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar.

Dinas Perindustrian Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kampar Baik

Cukup Baik
Kurang Baik

Pembinaan Industri Pangan di
Kabupaten Kampar

Peranan

Pembinaan :
1. Memberi pengarahan
2. Memberi bimbingan
3. Melakukan pengawasan
4. Memberikan pendidikan dan pelatihan
5. Memberi buku petunjuk
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C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam

pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar

pembaca mudah memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Peranan adalah peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar dalam melaksanakan pembinaan Industri Kecil dan Menengah.

2. Tugas Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar adalah

penetapan upaya kinerja yang didasarkan ketetapan  Dinas dalam

kemampuan pegawai dalam mencapai tujuan.

3. Pembinaan adalah pembaharuan kegiatan yang diberikan didalam

pemberian kemampuan didalam pencapaian tujuan yang akan dilaksanakan.

4. Pembinaan Usaha Industri Pangan adalah pemberian pembinaan dan

pelatihan terhadap Usaha Industri Kecil dan Menengah melalui pemberian

materi, peraktek hingga evaluasi hasil pembinaan.

5. Memberi pengarahan adalah Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar dalam mengarahkan pembinaan dan pelatihan

terhadap kepemilikan Usaha Industri Pangan di Kecamatan Tambang dan

XIII Koto Kampar.

6. Memberi bimbingan adalah Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar mampu memberikan bimbingan yang meliputi

bentuk-bentuk praktek kegiatan serta hasil kegitan.

7. Melakukan pengawasan adalah pegawasan yang diberikan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar sejauh mana Dinas
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dalam melaksanakan pengawasan terkait usaha industri pangan yang telah

diberikan pembinaan pelatihan.

8. Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah sejauhmana Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan

pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan usaha kerajinan industri

pangan agar kepemilikan usaha kerajinan industri memiliki pengetahuan

dalam pengembangan usaha tersebut.

9. Memberi buku petunjuk adalah memberikan buku petunjuk terkait

pengembangan pengelolaan Usaha Industri Pangan agar masyarakat lebih

paham bagaimana penanganannya lebih cepat dan maksimal serta dapat

bersaing ditegah pasar ekonomi masyarakat.

10. Memberi intruksi-intruksi adalah Penetapan tahapan-tahapan dalam

pengembangan pengelolaan Usaha Industri Pangan akan hasil yang lebih

baik.

D. Operasional Variabel
Tabel II.1: Operasional Variabel penelitian Tentang Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam
Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator Kategori
1 2 3 4 5

Pembinaan
adalah usaha
yang  dilakukan
secara sadar,
,teratur,dan
terarah,untuk
meningkatkan
pengetahuan,si
kap,dan
keterampilan

Peranan
Dinas
Perindustrian
Dan Tenaga
Kerja
Kabupaten
Kampar
Dalam
Pembinaan
Industri
Pangan

Memberi
pengarahan

1. Penyampaian
materi.

2. Bentuk
pelatihan.

3. Hasil Industri.

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik
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1 2 3 4 5

subjek didik
dengan
tindakan-
tindakan,penga
rahan,bimbinga
n,pengembanga
n,dan
pengawasan
untuk
mencapai
tujuan yang
diharapkan.(Hi
dayat;2000:26)

Di Kabupaten
Kampar

Memberi
bimbingan

1. Bimbingan
secara tertulis.

2. Bimbingan
secara peraktek.

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Melakukan
pengawasan

1. Pengawasan
kegiatan.

2. Pengawasan
secara hasil.

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik
Memberika
n
pendidikan
dan
pelatihan

1. Pelatihan secara
tertulis.

2. Pelatihan dalam
bentuk
peraktek.

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik
Memberi
buku
petunjuk

1.Pengenalan
Usaha Kerajinan
Indusri.

2.Proses Usaha
Kerajinan
Indusri.

3.Hambantan hasil
Usaha Kerajinan
Indusri.

Baik

Cukup Baik

Kurang Baik

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar di

Kecamatan Tambang dan XIII Koto Kampar di berikan ukuran variable sebagai

berikut :

Berperan :Apabila seluruh Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan

Industri Pangan Di Kabupaten Kampar 66%-100%
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Cukup Berperan :Apabila sebagian dari Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan

Industri Pangan Di Kabupaten Kampar 33%-65%

Kurang Berperan :Apabila tidak satupun Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan

Industri Pangan Di Kabupaten Kampar 0%-32%

Katagori pengukuran untuk setiap indikator variable penelitian ini di

uraikan sebagai berikut :

1. Memberi pengarahan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang

dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

2. Memberi bimbingan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang

dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%
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3. Melakukan pengawasan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang

dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang

dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%

5. Memberi buku petunjuk, dapat dikatakan gorikan:

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah

dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%

Kurang Berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang

dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%
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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang

menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode yang digunakan

adalah metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri

dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Penelitian Kuantitatif

merupakan penelitian yang menjadikan teori sebagai bingkai kerja dari seluru

penelitian.31

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya

secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan

sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini,

maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian

survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atau

populasi untuk mewakili seluru populasi. Dengan demikian, penelitian survey

secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap populasi

dengan menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian

ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan kusioner yang

dimaksud diats untuk disebarkan kepada populasi yang sudah ditentukan.

31 Effendi, Khasan. Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung, CV. Indrapraharsa.
Tahun 2010. Hal. 90
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B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dalam memberikan

pembinaan pelatihan terhadap Usaha Industri Pangan hal ini terlihat bahwa

pembinaan dan pelatihan yang diberikan belum terlaksana dengan baik dimana

masih banyak usaha Industri pangan yang belum dapat mengikuti pembinaan dan

pelatihan, serta kurangnya waktu pembinaan yang diberikan mulai dari

perencanaan sampai dengan hasil pelaksanaan pembinaan.

C. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiono populasi adalah generalisasi yang terdiri atas

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.32

Adalah jumlah keseluruhan suatu objek yang akan di teliti dalam

penelitian ini yang menjadi subjek penelitian dapat dilhat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 :  Populasi Dan Sampel Penelitian di Dinas Perindustrian Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

32 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung, Alfabeta. Tahun 2012.
Hal. 81

NO Subjek Penelitian Populasi Sampel Persentase
1 Kepala Seksi Pembinaan

IKM Sandang dan
Pangan.

1 1 100%

2 Kepemilikan Usaha
Industri Pangan.

66 30 45%

Jumlah 67 31 46%
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D. Teknik Penarikan Sampel

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka

untuk menentukan populasi dan sampel, pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar dalam hal ini digunakan penarikan sensus karena

jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel

penelitian berjumlah 1 sampel yang terdiri dari Kepala Seksi Pembinaan IKM

Sandang dan Pangan.

Sedangkan terhadap Kepemilikan Usaha Industri Pangan yang mengikuti

pembinaan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling yang merupakan

teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu

yang mana pertimbangan penulis ialah Kepemilikan Usaha Industri Pangan yang

mengikuti pelatihan berjumlah 30 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di

lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang

meliputi pelaksanaan pembianaan terhadap kepemilikan Usaha Industri Pangan.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang

diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data

skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah

ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.
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F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tekhnik

pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan

mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang

sistematik. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti

fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa

yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan

peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi

penelitian.33

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan

terhadap Kepala  dan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar.

3. Kuisioner

Kusioner merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan

memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden dengan

maksud untuk memperoleh tanggapan mengenai bagaimanan Pelaksanaan

tugas Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam

33 Moelong, J. Lexy, Metode Penelitian Kualitatif, PT, Remaja Rosda Karya, Bandung. Hal 2005.
Hal, 174
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Pembinaan Kepemilikan Usaha Industri Pangan. Kuisioner di berikan

kepada responden dalam penelitian ini yaitu Kepemilikan Usaha Industri

Pangan.

4. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan

pencatatan atau pendokumentasian  yang berhubungan dengan masalah

yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang

keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk

selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan

metode deskritif, agar gambaran Pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini

dimulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2019. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian Peranan Dinas Perindustrian
Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan
Industri Pangan Di Kabupaten Kampar

No
Jenis

Kegiatan
Bulan dan Minggu ke

Juli Agustus September Oktober November Desember
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Penyusuna
n UP

2 Seminar
UP

3 Revisi UP
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4 Revisi
Quisioner

5 Rekomend
asi Survay

6 Survay
Lapangan

7 Analisis
Data

8 Penyusuna
n Laporan
hasil
Penelitian
(Tesis)

9 Konsultasi
Revisi
Tesis

10 Ujian
Konfrehens
if Tesis

11 Revisi
Tesis

12 Pengganda
an Tesis

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah

Nomor:10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan

salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari Kawedanaan

Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu

kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956

ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana

tanggal 6 Juni 1967.

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan

daerah yang terletak antara 01°00’40” Lintang Utara sampai 00°28’30” Lintang

Selatan dan 100°28’30” - 101°14’30” Bujur Timur dengan Jumlah penduduk

Kabupaten Kampar adalah 773.171 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki

397.107 jiwa (51,36 persen) dan wanita 376.064 jiwa (48,64 persen). Daerah ini

terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan. Batas-batas daerah Kabupaten

Kampar adalah sebagai berikut:

 Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;

 Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi

Sumatera Barat, dan

 Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten

Siak
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Kecamatan Tapung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten

Kampar yang luas wilayahnya 1.013,56 km2, dengan jumlah penduduk 60.106

Jiwa dengan ibu kota: Sei.Pagar . Dilihat dari bentangan wilayah, Kecamatan

Tapung Hilir berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapung.

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru.

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang, Kecamatan

Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan

Kampar timur, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang Seberang.

4. Sebelah Barat Berbatasandengan Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan

Tapung Kiri Kabupaten Rokan Hulu.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar dimana  pasal 3 bahwa Susunan Organisasi

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerjaterdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program dan Perencanaan;
c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

3. Bidang Pengembangan Potensi Industri terdiri dari:
a. Seksi Pendataan Potensi dan Pelaporan Industri;
b. Seksi Perizinan dan Pengawasan Industri.

4. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah terdiri dari
:

a. Seksi Pembinaan IKM Aneka Industri;
b. Seksi Pembinaan IKM Sandang dan Pangan.

4. Bidang Pengembangan dan ProduktivitasTenaga Kerja terdiri dari :
a. Seksi Pelatihan Tenaga Kerja;
b. Seksi Informasi, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



43

6. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaanterdiri dari :
a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial;
b. Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
c. Seksi Pengawasan Perlindungan dan Perizinan Tenaga Kerja.

Berdasarkan penjelasan di atas pelaksanaan pembinaan industri usaha

pangan melalui Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan

dimana pada pada Pasal 15 dikatakan bahwa tugas Seksi Pembinaan dan

Pengembangan IKM Sandang dan Pangan sebagai berikut :

(1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan IKM Sandang dan Pangan
mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyiapan perumusan dan
penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan,
pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang
industri kecil dan industri menengah sandang dan pangan;

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Menghimpun dan memahami peraturan perundang-undangan dan

ketentuan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
b. Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program,

anggaran industri kecil dan industri menengah Sandang dan Pangan.
c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan

data, serta penyajian informasi industri kecil dan industri menengah
sandang dan pangan;

d. Merencanakan peningkatan industri Kecil dan makanan khas daerah
kampar;

e. Memberikan bimbingan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha industri
untuk meningkatkan dan pengembangan industri;

f. Menyusun rencana dan bahan pembinaan  industri sandang dan pangan;
g. Menyusun strategi perencanaan pemasaran dan promosi produk IKM;
h. Mempersiapkan dan merencanakan industri agar bisa mengakses

bantuan modal baik melalui PEMDA, BANK, BUMN, BUMD maupun
Perusahaan swasta;

i. Menginventarisasi potensi dan permasalahan yang ada dibidang industri
kecil dan menengah sebagai dasar untuk pengembangan IKM;

j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang
pembinaan dan pengembangan Industri kecil menengah.
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A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas

responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner dan

wawancara.

1. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuissioner, wawancara dan kuisioner

yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi

adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian

ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang

disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat

pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah

pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar. Hal ini dapat

dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan

pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.1. Klasifikasi Responden Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri
Pangan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Jenis Kelamin.

No Jenis Kelamin Jumlah Responden Persentase (%)
1 Laki-Laki 21 70%
2 Perempuan 9 30%

Jumlah 31 100%
Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara

laki-laki dengan jumlah 21 responden atau sekitar 70%, hal ini disebabkan laki-

laki adalah responden yang paling banyak berperan dalam mengikuti pembinaan.
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Selanjutnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 9 responden  hal ini

diketahui perempuan adalah jumlah yang sedikit dalam mengikuti pembinaan.

Kemudian untuk penggolongan responden penelitian selajutnya berdasarkan umur

yang mana dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.2. Klasifikasi Responden Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri
Pangan Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Umur

No Umur Jumlah Responden Persentase
1 ≤ 25 tahun - -
2 26-39 tahun 10 32%
3 40-49 tahun 20 65%
4 ≥ 50 tahun 1 7%

Jumlah 31 3%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara

usia 40-49 tahun dengan jumlah 20 orang yang terdiri masyarakat penerima

pembinaan. usia 40-49 tahun merupakan usia yang produktif dan aktif dalam

melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian usia responden umur 25-39

sebanyak 10 yang terdiri dari masyarakat penerima pembinaan, berusia 50 keatas

berjumlah 1 terdiri dari pegawai Dinas dari keseluruhan responden. Kemudian

penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan

factor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel

dibawa ini :
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Tabel 4.3. Klasifikasi Responden Penelitian Analisis Peranan Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam
Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Persentase
1 SD - -
2 SMP 9 29%
3 SMA 19 61%
4 Diploma 2 6%
5 Sarjana 1 3%
6 Pasca Sarjana - -

Jumlah 31 100%
Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar

adalah SMA sebayak 20 orang, SMP sebanyak 9 orang, Diploma sebanyak 2

orang, Sarjana 1 orang dari keseluruhan jumlah responden.

B. Hasil Penelitian

Dalam Pelaksanaan Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar dengan melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kerajinan industri

Pangan Tahu, Tempe dalam bentuk pemberian pelatihan pengembangan industri

Pangan Tahu, Tempe.

Pelaksanaan Usaha/Perusahaan Industri Kecil dan Menengah Non formal

di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan Jumlah Usaha sebanyak

73. Hal ini terlihat bahwa usaha yang paling banyak adalah Usaha Industri

Kerajinan Pangan Tahu, Tempe sebanyak 26 usaha sehingga Dinas Perindustrian

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar megnupayakan memberikan pembinaan
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dan pelatihan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan

hasil kerajinan.

Pembinaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

tidak telepas dari program kegiatan yang secara langsung dilaksanakan dengan

tujuan tercapainya  kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar dalam pencapaian pembinaan pelatihan bagi setiap Industri padai Tahu,

Tempe. Adapun program kinerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar terhadap Industri padai Tahu, Tempe dalam kurun tahun 2016

sampai dengan 2017 sebagai berikut:

1. Melakukan Pendataan setiap Industri Usaha Pangan Tahu, Tempe;

2. Penetapan Pembinaan dan Pelatihan bagi setiap Industri Usaha Pangan

Tahu, Tempe;

3. Waktu Pembinaan dan Pelatihan selama 5 (lima) Hari;

4. Pemasaran dan Promosi Produk Industri Usaha Pangan Tahu, Tempe;

Bentuk Pembinaan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar terhadap usaha Pangan Tahu, Tempe meliputi:

1. Cara pembuatan;

2. Kualitas;

3. Keterampilan dan;

4. Pemasaran;

Berkenaan dengan upaya pembinaan Industri Kecil Dan Menengah di

Kabupaten Kampar perlu dilakukan pembinaan sesuai bidang usaha yang

dijalankan selama ini. Disamping itu perlunya pengembangan kemampuan
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sumber daya manusia, karena melalui pembinaan tersebut diharapkan

berkembangnya usaha industri kecil dan menengah di Kabupaten Kampar. Dalam

upaya pembinaan industri kecil dan menengah memang diperlukan suatu langkah

yang tepat sehingga permasalahan yang mengemuka dapat teratasi, dan harapan

para pengusaha industri kecil dan menengah untuk sejahtera dapat terealisasi.

Permasalahan mendasar untuk sektor industri kecil dan menengah di

Kabupaten Kampar adalah seringnya terhambat dengan keterbatasan modal, SDM

yang masih kurang mampu, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan

sulitnya pemasaran khususnya produk kerajinan. Oleh karena itu perlu adanya

terobosan-terobosan yang diperlukan dalam pengembangannya.

Namun yang menjadi permasalahan dalam Pelaksanaan pembinaan

terhadap usaha Pangan Tahu, Tempe bahwa diketahui kurangnya potensi Dinas

dialam melakukan pelatihan pengetahuan akan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe,

pembinaan yang ditetapkan mualai dari jumlah hari kegiatan dan jumlah waktu

kegiatan pembinaan. Melihat keadaan tersebut perlu adanya p4eningkatan

pembinaan yang diberikan guna pencapaian pembaharuan pengusahan Pangan

Tahu, Tempe agar prngusahan Pangan Tahu, Tempe dapat mengembangkan

kemampuan serta hasil kegtan yang lebih baik lagi.

Untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Perekonomian Desa Di Kecamatan

Tambang dalam penyelenggaraan Pembinaan Perekonomian Desa di Kecamatan

Tambang, yaitu :

1. Indikator Memberi Pengarahan
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Memberi pengarahan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar berperan penting dalam mengarahkan kepemilikan usaha

kerajinan industr  dalam meningkatkan pengetahuan dan pertumbuhan

perekonomian masyarakat desa. Untuk itu penulis mencoba menganalisa

bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar. Adapun unsur

pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Penyampaian materi.

2. Bentuk pelatihan

3. Pencapaian Industri Tahu, Tempe.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.4. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengarahan
Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di
Kabupaten Kampar

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup

Baik
Kurang

Baik
1 Penyampaian

materi.
7

(23%)
18

(60%)
5

(17%)
30

2 Bentuk pelatihan. 7
(23%)

19
(63%)

4
(13%)

30

3 Pencapaian Industri
Tahu, Tempe .

6
(20%)

19
(63%)

5
(16%)

30

1 2 3 4 5
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Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi

pengarahan dalam item penilaian Penyampaian materi yang mana responden

penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar

yang menjawab baik sebanyak 7 responden atau 23% dengan alasan,

Penyampaian materi melalui pengarahan pegentahuan pengelolaan Pangan Tahu,

Tempe. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 18

responden atau 60% dengan alasan, Penyampaian materi pegentahuan

pengelolaan Pangan Tahu, Tempe dengan pengenalan akan pengelolaan tahu,

tempe agar dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Selanjutnya untuk responden

yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan,

Penyampaian materi pegentahuan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe belum

terlaksana dengan baik dengan memberikan akan pengetahuan masyarakat akan

pengelolaan Pangan Tahu, Tempe dengan cepat dan tepat.

Kemudian untuk item penilaian Bentuk pelatihan yang mana responden

penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar

yang menyatakan baik berjumlah 7 responden atau 23% dengan alasan, Bentuk

pelatihan Pencapaiann hasil pengelolaan Pangan Tahu, Tempe sudah dialkukan

dengan tujuan agar kegiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe dapat diolah

dengan baik. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak

Jumlah 20 56 14 90
Rata-rata 6 19 5 30
Persentase 20% 63% 17% 100%
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19 responden atau 63% dengan alasan, Bentuk pelatihan pencapaiann hasil

pengelolaan Pangan Tahu, Tempe sudah dialakuan melalui pengarahan akan tetapi

pengarahan yang diberikan belum secra detail sehingga pemilik usaha Pangan

Tahu, Tempe belum memahamai secara luas pengarahan yang diberikan.

Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 4 responden atau

13% dengan alasan, Bentuk pelatihan pencapaiann hasil pengelolaan Pangan

Tahu, Tempe belum terlaksana dengan baik melalui pemberian pengarahan

sehingga masyarakat pengusaha Pangan Tahu, Tempe belum memiliki

pengetahuan secara luas didalam pengembangan isaha Pangan Tahu, Tempe.

Kemudian untuk item Penilaian Pencapaian Industri Tahu, Tempe yang

mana responden penelitian Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar yang menyatakan baik sebanyak 6 responden atau 20% dengan alasan,

Pencapaian Industri Tahu dengan pengarahan didalam Pemasaran Pangan Tahu,

Tempe. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 5

responden atau 16% dengan alasan, Pencapaian Industri Tahu, Tempe dengan

pengarahan pemasaran Pangan Tahu, Tempe sudah dilakukan akan tetapi bentuk

pemasaran yang diberikan belum secara luas melainkan hanya masukan semata

saja melainkan tidak adanya tempat tertentu yang disediakan Dinas Perindustrian

Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar . Selanjutnya responden yang menyatakan

kurang baik sebanyak 3 responden atau 10% dengan alasan, Pencapaian Industri

Tahu, Tempe melalui pemasaran Industri Pangan Tahu, Tempe belum
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memberikan pencapaian pengusaha Tahu, Tempe untuk berkembang melainkan

hanya skala lokal saja.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban

responden penelitian mengenai Memberi pengarahan di dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik

dengan nilai responden 19 atau 63% dengan alasan, pengarahan didalam

meningkatkan pengetahuan pemelik usaha Pangan Tahu, Tempe belum

memberikan dampak keberhasilan pegetahuan pengusaha Pangan Tahu, Tempe

didalam pengelolaan Industri Tahu, Tempe dikarenakan hanya sebatas pengarahan

saja tanpa pengarahan didalam meningkatkan kemampuan pegelolaan Pangan

Tahu, Tempe, serta pemasaran Tahu, Tempe belum pemberikan pengarahan

didaam pemasaran sampai kelur daerah pelainkan hanya didalam daerah saja.  Hal

ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakkan Memberi

pengarahan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar melalui

Pengarahan pegentahuan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe, Pencapaiann hasil

pengelolaan Pangan Tahu, Tempe, Pemasaran Pangan Tahu, Tempe.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang

dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Ibu Afrida

dalam Pembinaan Industri Pangan Tahu, Tempe pada tanggal 07 Agustus 2019.

“...Kegiatan Pembinaan IKM Sandang dan Pangan sejauh ini kami sudah
melakukan pengarahan terhadap pemilik usaha Industri Pangan Tahu, Tempe
dengan pengarahan kemampuan didalam pengeloaan Pangan Tahu, Tempe,
dan bentuk-bentuk pemasaran Pangan Tahu, Tempe hal ini bertujuan agarn
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Industri Pangan Tahu, Tempe dapat mengembangkan dan memasarkan
usahanya tersebut, meskipun sejauh ini pengarahan yang kami berikan belum
secara luas akan tetapi pegarahan yang kami berikan mengarah kemampuan
pengetahuan Industri Pangan Tahu, Tempe....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan

Usaha Industri Pangan Tahu, Tempe, bahwa kegiatan pembinaan belum

memberikan dampak keberhasilan pegetahuan pengusaha Pangan Tahu, Tempe

didalam pengelolaan Industri Tahu, Tempe hal ini dikarenakan hanya sebatas

pengarahan saja tanpa pengarahan didalam meningkatkan kemampuan pegelolaan

Pangan Tahu, Tempe, serta pemasaran Prodak Tahu, Tempe belum pemberikan

pengarahan didalam pemasaran sampai kelur daerah melainkan hanya didalam

daerah saja. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar dalam kata gori cukup baik.

2. Indikator Memberi bimbingan

Memberi bimbingan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar mampu berdiskusi terhadap masyarakat desa bentuk-bentuk

program yang diberikan yang bertujuan agar masyarakat paham dan mengerti

dalam pengembangan usaha kerjainan industri yang diberikan. Untuk itu penulis

mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar.

Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Bimbingan secara tertulis.

2. Bimbingan secara peraktek..
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Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.5. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi bimbingan
Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di
Kabupaten Kampar

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi

bimbingan dalam item penilaian Bimbingan secara tertulis yang mana responden

penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar

yang menjawab baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan, Bimbingan

secara tertulis sudah dilakukan didalam pengemabagan usaha Pangan Tahu,

Tempe. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14

responden atau 46% dengan alasan, Bimbingan secara tertulis didlam

pengembangan usaha Pangan Tahu, Tempe melalui pemberian materi tata cara

pengembangan usaha Pangan Tahu, Tempe akan tetapi bimbingan yang diberikan

masih kurangnya waktu yang diberikan dikarenakan masyarakat Industri Pangan

Tahu, Tempe rata-rata memmiliki tingkat kemampuan pendidikan SMA sehingga

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup

Baik
Kurang

Baik
1 Bimbingan secara

tertulis.
10

(33%)
14

(46%)
6

(20%)
30

2 Bimbingan secara
peraktek.

6
(20%)

16
(53%)

8
(27%)

30

Jumlah 16 30 14 60
Rata-rata 8 15 7 30
Persentase 27% 50% 23% 100%
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perlunya kegiatan bimbingan yang memakan waktu lama sampai dengan 1

minggu.   Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik sebanyak 6

responden atau 20% dengan alasan, Bimbingan secara tertulis belum terlaksana

dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara tertulis sehingan

belum meberikan dampak terhadap pengatahuan Industri Pangan Tahu, Tempe.

Kemudian untuk item penilaian Bimbingan secara peraktek yang mana

responden penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar yang menyatakan baik berjumlah 6 responden atau 20% dengan alasan,

Bimbingan secara peraktek sudah dialkukan secara langsung didalam

pengembangan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe. Selanjutnya untuk responden

yang menjawab cukup baik sebanyak 16 responden atau 53% dengan alasan,

Bimbingan secara peraktek sudah dilakukan akan tetapi bimbingan yang diberikan

belum memberikan dampak pengetahuan bagi industri Pangan Tahu, Tempe

dikarenakan waktu yang singkat 3 hari seharusnya minimal 5 hari. Selanjutnya

responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan

alasan, Bimbingan secara peraktek belum terlaksana dengan baik dikarenakan

singkatnya waktu bimbingan secara lisan sehingga belum memberikan dampak

pengetahuan terhadap Industri Pangan Tahu, Tempe.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban

responden penelitian mengenai Memberi bimbingan di dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik
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dengan nilai responden 16 atau 53% dengan alasan, bimbingan yang diberikan

terhadap Industri Pangan Tahu, Tempe melalui bimbingan secara tertulis dan

Bimbingan secara peraktek belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya

waktu kegiatan pembinaan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan

Industri Pangan Tahu, Tempe yang seharusnya dapat dialakukan selama 5 hari

melainkan hanya 3 hari. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang

menanyakkan Memberi bimbingan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di

Kabupaten Kampar melalui Bimbingan secara tertulis, Bimbingan secara lisan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Kepala Seksi Pembinaan IKM

Sandang dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

Ibu Afrida dalam Pembinaan Industri Pangan Tahu, Tempe pada tanggal 07

Agustus 2019.

“...Pembinaan IKM Sandang dan Pangan sejauh ini melalui bimbingan yang
kami berikan secara lisan dan praktek sudah terlaksana meskipun bimbingan
yang kami berikan belum memberikan dampak bagi masyarakat Industri
Pangan Tahu, Tempe dikarenaan singkatnya waktu hal ini sesuai dengan
program pembinaan yang telah ditetapkan akan tetapi kami selaku Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar mengupayakan
pencapaian bimbingan terhadap masyarakat Industri Pangan Tahu, Tempe
dengan baik agar mereka mampu didalam pengeglolaan kegiatan Pangan
Tahu, Tempe....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan

Usaha Industri Pangan Tahu, Tempe dilaksanakan melalui bimbingan secara

tertulis, lisan dan praktek lapangan akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal

dikarenakan kurangnya waktu kegiatan pembinaan yang ditetapkan selama 5 hari

namum terlaksana selama 3 hari sehingga belum memberikan dampak
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pengetahuan Industri Pangan Tahu, Tempe yang seharusnya dapat dialakukan

selama 5 hari melainkan hanya 3 hari. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dalam kata gori cukup baik.

3. Indikator Melakukan pengawasan

Melakukan pengawasan adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar mengawasi kegiatan pelaksanaan usaha kerajian industry oleh

kepemilikan usaha secara langsung guna agar tidak terjadinya kesalahan dan

kendala dalam mengembangkan usaha industry tersebut. Untuk itu penulis

mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar.

Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Pengawasan kegiatan Industri pangan.

2. Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :



58

Tabel 4.6. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi pengawasan
Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di
Kabupaten Kampar

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi

pengawasan dalam item penilaian Pengawasan kegiatan Industri pangan yang

mana responden  penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di

Kabupaten Kampar yang menjawab baik sebanyak 11 responden atau 36% dengan

alasan, Pengawasan kegiatan Industri pangan Tahu, Tempe sudah dilakukan.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden

atau 47% dengan alasan, Pengawasan kegiatan Industri pangan Tahu, Tempe

sudah dialkukan akan tetapi pengasan yang dilakukan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum secara rutin memberikan masukan akan

adnaya masalah didalam pengelolaan Pangan Tahu, Tempe. Selanjutnya untuk

responden yang menjawab kurang baik sebanyak 5 responden atau 17% dengan

alasan, Pengawasan kegiatan Industri pangan Tahu, Tempe belum terlaksana

dengan baik dikarenakan pengawasan yang dilakukan belum memberikan upaya

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup

Baik
Kurang

Baik
1 Pengawasan

kegiatan Industri
pangan.

11
(36%)

14
(47%)

5
(17%)

30

2 Pengawasan hasil
Industri pangan.

9
(30%)

11
(36%)

10
(33%)

30

Jumlah 20 25 15 60
Rata-rata 10 12 8 30
Persentase 33% 40% 27% 100%
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melalukan perbaikan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe oleh Industri melainkan

berlangsung begitu saja dikarenaan kurangnya jumlah pegawai didalam

melakukan pengawasan.

Kemudian untuk item Pengawasan hasil  Industri pangan yang mana

responden penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar yang menyatakan baik berjumlah 9 responden atau 30% dengan alasan,

Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe sudah dialakukan

guna mengenali akan hasil kegaiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe.

Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 11 responden

atau 36% dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pangan Tahu,

Tempe sudah dialkukan akan tetapi belum adanya evaluasi terkait hasil kegiatan

agar lebih meningkatkan pegenlolaan Pangan Tahu, Tempe.. Selanjutnya

responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 10 responden atau 33%

dengan alasan, Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe

belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai serta belum

memberikan peningkatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe bagi Industri.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban

responden penelitian mengenai Memberi pengawasan di dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik

dengan nilai responden 12 atau 40% dengan alasan, kegiatan pembinaan Pangan

Tahu, Tempe melalui pengawasan yang dialakukan Dinas Perindustrian Dan
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Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik dikarenakan

kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sehingga kegiatan

pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait adanya kendala

dan permasalahan didalam pengelolaan Pangan Tahu, Tempe oleh masyarakat.

Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakkan Memberi

bimbingan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar melalui

Pengawasan Keberlamgsungan kegiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe,

Pengawasan hasil kegiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe Bimbingan secara

tertulis, Bimbingan secara lisan.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang

dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Ibu Afrida

dalam Pembinaan Industri Pangan Tahu, Tempe pada tanggal 07 Agustus 2019.

“...Pembinaan IKM Sandang dan Pangan melalui pengawasan yang kami
berikan didalam hasil kegiatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe sudah
terlaksana meskipun masih terbilang adanya kendala dikarenakan kurangnya
jumlah pengawai didalam pengawasannya akan tetapi kami selalu berusaha
dialam pencapaian hasil kegiatan industri Pangan Tahu, Tempe....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan

Usaha Industri Pangan Tahu, Tempe, melalui pengawasan yang dilakukan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan

baik dikarenakan kurangnya jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan

sehingga kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait

adanya kendala dan permasalahan didalam pengelolaan Pangan Tahu, Tempe oleh

masyarakat. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga
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Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar dalam kata gori cukup baik.

4. Indikator Memberikan pendidikan dan pelatihan

Memberikan pendidikan dan pelatihan adalah Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar memberikan pendidikan dan pelatihan dalam

pengembangan usaha kerajinan industri agar kepemilikan usaha kerajinan industri

paham serta mengetahui bagaimana pengembangan usaha hasil kerajinan industri

tersebut. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator

Memberi pengarahan yaitu :

1. Kegiatan Pelatihan secara tertulis.

2. Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.7. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberikan pendidikan
dan pelatihan Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di
Kabupaten Kampar

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup

Baik
Kurang

Baik
1 Kegiatan Pelatihan

secara tertulis.
11

(37%)
17

(57%)
2

(7%)
30

2 Kegiatan Pelatihan
dalam bentuk
peraktek.

8
(27%)

14
(47%)

8
(27%)

30

Jumlah 19 31 10 60
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Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberikan

pendidikan dan pelatihan dalam item penilaian Kegiatan Pelatihan secara tertulis

yang mana responden penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di

Kabupaten Kampar yang menjawab baik sebanyak 11 responden atau 37% dengan

alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis sudah dilakukan didalam pengembagan

usaha Pangan Tahu, Tempe. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup

baik sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara

tertulis didlam pengembangan usaha Pangan Tahu, Tempe melalui pemberian

materi tata cara pengembangan usaha Pangan Tahu, Tempe akan tetapi bimbingan

yang diberikan masih kurangnya waktu yang diberikan dikarenakan masyarakat

Industri Pangan Tahu, Tempe rata-rata memmiliki tingkat kemampuan pendidikan

SMA sehingga perlunya kegiatan bimbingan yang memakan waktu lama sampai

dengan 1 minggu. Selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang baik

sebanyak 2 responden atau 7% dengan alasan, kegiatan pelatihan secara tertulis

belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara

tertulis sehingan belum meberikan dampak terhadap pengatahuan Industri Pangan

Tahu, Tempe.

Kemudian untuk item penilaian Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek

yang mana responden penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di

Rata-rata 10 16 5 30
Persentase 33% 53% 14% 100%
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Kabupaten Kampar yang menyatakan baik berjumlah 8 responden atau 27%

dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek sudah dialkukan secara

langsung didalam pengembangan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe. Selanjutnya

untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 14 responden atau 47%

dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek sudah dilakukan akan

tetapi bimbingan yang diberikan belum memberikan dampak pengetahuan bagi

industri Pangan Tahu, Tempe dikarenakan waktu yang singkat 3 hari seharusnya

minimal 5 hari. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8

responden atau 27% dengan alasan, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek

belum terlaksana dengan baik dikarenakan singkatnya waktu bimbingan secara

lisan sehingga belum memberikan dampak pengetahuan terhadap Industri Pangan

Tahu, Tempe.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban

responden penelitian mengenai Memberi bimbingan di dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik

dengan nilai responden 16 atau 53% dengan alasan, Kegiatan pembinaan Industri

Pangan Tahu, Tempe melalui kegiatan secara tertulis dan kegiatan pelatihan

praktek belum memberikan dampak pengetahuan bagi Industri Pangan Tahu,

Tempe dikarenakan kemmapuan pelatihan masih terlihat sesuai dengan

kemampuan para industri Pangan Tahu, Tempe yang seharusnya pelatihan

memiliki kemampuan yang lebih dari yang menerima pelatih dan didasarkan

kemampuan pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga kegiatan pelatihan
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memberikan potensi terhadap yang menerima pelatihan tersebut. Hal ini

didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakkan Kegiatan Pelatihan

secara tertulis, Kegiatan Pelatihan dalam bentuk peraktek.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang

dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Ibu Afrida

dalam Pembinaan Industri Pangan Tahu, Tempe pada tanggal 07 Agustus 2019.

“...Pembinaan IKM Sandang dan Pangan melalui kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang kita lakukan sudah sesuai dengan pengembangan kemampuan
Industri Pangan Tahu, Tempe, meskipun kegiatan yang kami lakukan masi
mengalami kendala didalam pelatihannya dikarenakan kurangnya waktu
kegiatan pelatihan yang telah ditetapkan, akan tetapi kami selalu berusaha
memberikan pelatihan yang terbaik bagi industri Pangan Tahu, Tempe....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan

Usaha Industri Pangan Tahu, Tempe melalui pembinaan secara tertulis dan

praktek lapangan dimana diketahui belum memberikan dampak pengetahuan bagi

Industri Pangan Tahu, Tempe dikarenakan kemapuan pelatihan masih rendah

yang seharusnya pelatihan memiliki kemampuan yang lebih dari yang menerima

pelatih dan didasarkan kemampuan pendidikan sesuai dengan bidangnya sehingga

kegiatan pelatihan memberikan potensi terhadap yang menerima pelatihan

tersebut. Sehingga dapat dikatakan Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar dalam kata gori cukup baik.
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5. Indikator Memberi buku petunjuk

Memberi buku petunjuk adalah Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar memberikan buku petunjuk dalam pengembangan hasil

kerajinan industri yang diberikan agar masyarakat lebih paham bagaimana

penanganannya lebih cepat dan maksimal serta dapat bersaing ditegah pasar

ekonomi masyarakat. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bagaimana Peranan

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan

Industri Pangan Di Kabupaten Kampar. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi

indikator Memberi pengarahan yaitu :

1. Pengenalan Usaha Kerajinan Indusri

2. Penaganan Hambantan Usaha industry pangan.

3. Bentuk-bentuk Pengembangan industry pangan.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel 4.8. Jawaban Responden Mengenai Indikator Memberi Memberi buku
petunjuk Dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di
Kabupaten Kampar

No Item Penilaian Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup

Baik
Kurang

Baik
1 Pengenalan Usaha

Kerajinan Indusri.
8

(27%)
17

(57%)
5

(17%)
30

2 Penaganan
Hambantan Usaha
industry pangan.

10
(33%)

10
(33%)

10
(33%)

30
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Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk indikator Memberi buku

petunjuk dalam item penilaian Pengembangan usaha Pangan Tahu, Tempe yang

mana responden  penelitian pada Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di

Kabupaten Kampar yang menjawab baik sebanyak 8 responden atau 27% dengan

alasan, Pengembangan usaha Pangan Tahu, Tempe memlaui buku petunjuk yang

telah ditetapkan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik

sebanyak 17 responden atau 57% dengan alasan, Pengembangan usaha Pangan

Tahu, Tempe memlaui buku pentunjuk didalam pengembangan kemampuan

Industri Pangan Tahu, Tempe. Selanjutnya untuk responden yang menjawab

kurang baik sebanyak 5 responden atau 17% dengan alasan, Pengembangan usaha

Pangan Tahu, Tempe melalui buku pentunjuk sudah diberikan akan tetapi didalam

buku petunjuk Industri masih bingunga dan pelunya secara langsung dilakukan

penjelasan.

Kemudian untuk item penilaian Penaganan Hambantan Usaha industry

pangan yang mana responden penelitian pada Analisis Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar yang menyatakan baik berjumlah 10 responden

3 Bentuk-bentuk
Pengembangan
industry pangan.

10
(33%)

12
(40%)

8
(27%)

30

1 2 3 4 5
Jumlah 28 39 23 90
Rata-rata 9 13 8 30
Persentase 30% 43% 27% 100%
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atau 33% dengan alasan, Penaganan Hambantan Usaha industri pangan usaha

Pangan Tahu, Tempe melalui buku petunjuk sudah diberikan terhadap para

Industri. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup baik sebanyak 10

responden atau 33% dengan alasan, Penaganan Hambantan Usaha industry

pangan usaha Pangan Tahu, Tempe sudah diberikan terhadap Industri Pangan

usaha Tahu, Tempe akan tetapi didalam buku petunjuk Industri belum memahami

kegaiatan yang dirahakan serata belum semua Industri menerima buku pentunjuk

yang dibagikan. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak

10 responden atau 33% dengan alasan, Penaganan Hambantan Usaha industry

pangan usaha Pangan Tahu, Tempe melalui buku pentunjuk belum terlaksan

dengan baik dimana masih banyak Industri belum menerima buku petunjuk

didalam menagani hambatan didalam pengelolaan Pangan Tahu, Tempe.

Kemudian untuk item Penilaian Pemasaran Pangan Tahu, Tempe yang

mana responden penelitian Analisis Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten

Kampar yang menyatakan baik sebanyak 10 responden atau 33% dengan alasan,

Pemasaran usaha Pangan Tahu, Tempe melalui pemberian buku petunjuk sudah

diberikan bagi Industri Pangan Tahu, Tempe. Selanjutnya untuk responden yang

menjawab cukup baik sebanyak 12 responden atau 40% dengan alasan,

Pemasaran usaha Pangan Tahu, Tempe melalui buku pentunjuk sudah dialakukan

akan tetapi belum semua Industri pandai mnerima buku pentunjuk dan terlihan

industri belum memahami secara luas penjelasan yang ada didalam buku

petunjuk. Selanjutnya responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 8
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responden atau 27% dengan alasan, Pemasaran usaha Pangan Tahu, Tempe

melalui buku petunjuk yang diberikan bagi Industri Pangan Tahu, Tempe belum

terlaksana dengan baik dimana diketahui masih banyak Industri belum menerima

buku panduan didalam pemasaran hasil pengelola Pangan Tahu, Tempe.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban

responden penelitian mengenai Memberi buku petunjuk di dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar dalam katagori cukup baik, kata gori cukup baik

dengan nilai responden 13 atau 47% dengan alasan, pengembangan Pangan Tahu,

Tempe, pemasaran dan penanggulangan hambatan pengelolaan Pangan Tahu,

Tempe memalui buku petunjuk belum terlaksana dengan baik dimana Industri

belum memahami penjaelasan dari buku petunjuk yang diberikan dan Industri

belum secara merata menerima buku petunjuk yang diberikan sehingga tidak

semua Industri memahami secara luas arahan didalam buku pentunjuk yang telah

disediakan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang

menanyakkan Memberi pengarahan dalam Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di

Kabupaten Kampar melalui Pengembangan usaha Pangan Tahu, Tempe,

Penaganan hambatan usaha Pangan Tahu, Tempe, Pemasaran usaha Pangan Tahu,

Tempe.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan IKM Sandang

dan Pangan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Ibu Afrida

dalam Pembinaan Industri Pangan Tahu, Tempe pada tanggal 07 Agustus 2019.
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“...Sejauh ini kami didalam pengembangan pendai Tahu, Tempe sudah
memberikan buku petunjuk terhadap Industri Pangan Tahu, Tempe agar
meraka lebh memahami bentuk pengembangan Pangan Tahu, Tempe,
pemasaran dan penangulangan hambatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe,
meskipun masih terlihat Industri memahami bentuk penjelasan didalam buku
petunjuk akan tetapi kami selalu memberikan pengarahan apabila
dipertanyakan….”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Pembinaan

Usaha Industri Pangan Tahu, Tempe, bahwa pelaksanaan pemasaran dan

penanggulangan hambatan pengelolaan Pangan Tahu, Tempe memalui buku

petunjuk belum memberikan dampak terhadap kemampuan para pemilik usaha

industry tahu tempe dikarenakan penjaelasan dari buku petunjuk sangat luas dan

membigungkan sehingga tidak semua Industri memahami secara luas arahan

didalam buku pentunjuk yang telah disediakan. Sehingga dapat dikatakan Peranan

Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan

Industri Pangan Di Kabupaten Kampar dalam kata gori cukup baik.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana

bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian

maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel 4.9. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Analisis Peranan Dinas
Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam
Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar.

No Item
Penilaian

Katagori Penilaian Jumlah
Baik Cukup Baik Kurang

Baik
1 Memberi

pengarahan
6

(20%)
19

(63%)
5

(17%)
30

2 Memberi
bimbingan

8
(27%)

15
(50%)

7
(23%)

30
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Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar Dalam Memberi pengarahan yang menjawab baik

6 atau 20%, Selanjutnya untuk jawaban cukup baik 19 atau 63%, dan responden

yang menjawab kurang baik sebanyak 5 atau 17%.

Untuk indikator kedua yaitu Memberi bimbingan dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar Dalam Memberi bimbingan yang menjawab baik 8

responden atau 27%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 15

responden atau 50%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 7

responden atau 23%.

Untuk indikator ketiga Melakukan pengawasan dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar Dalam Melakukan pengawasan yang menjawab

baik 10 responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 12

3 Melakukan
pengawasan

10
(33%)

12
(40%)

8
(27%)

30

4 Memberikan
pendidikan dan
pelatihan

10
(33%)

16
(53%)

4
(14%)

30

5 Memberi buku
petunjuk

9
(30%)

13
(43%)

8
(27%)

30

Jumlah 43 75 32 150
Rata-rata 9 15 6 30
Persentase 30% 50% 20% 100%
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responden atau 40%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8

responden atau 27%.

Untuk indikator keempat Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam

Peranan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam

Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar Dalam Memberikan

pendidikan dan pelatihan yang menjawab baik 10 responden atau 33%,

selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 16 responden atau 53%, dan

responden yang menjawab kurang baik sebanyak 4 responden atau 14%.

Untuk indikator kelima Memberi buku petunjuk dalam Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar Memberi buku petunjuk yang menjawab baik 10

responden atau 33%, selanjutnya untuk jawaban cukup baik sebanyak 12

responden atau 40%, dan responden yang menjawab kurang baik sebanyak 8

responden atau 27%.

Secara keseluruhan dari tabel di atas terlihat bahwa untuk responden yang

menjawab terlaksana dengan rata-rata 9 orang atau persentase 30%, selanjutnya

untuk responden yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 13 orang atau

persentase 43%, selanjutnya untuk responden yang menjawab kurang terlaksana 8

orang atau 27%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan

pembinaan Industri pangan Tahu dan Tempe melalui pemberian pengarahan

didalam pengembagan  usaha Tahu dan Tempe belum memberikan dampak

keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah akan

bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Tahu, Tempe secara
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umum melainkan hanya pengenalan usahan Tahu, Tempe sehingga pegarahan

yang diberikan belum memberikan pengaruh akan peningkatan kemampuan

pemilik usaha pangan Tahu, Tempe.

Kegiatan pembinaan Industri pangan Tahu dan Tempe melalui pemberian

pengarahan  didalam pengembagan  usaha Tahu dan Tempe belum memberikan

dampak keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah

akan bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Tahu, Tempe secara

umum melainkan hanya pengenalan usahan Tahu, Tempe sehingga pegarahan

yang diberikan belum memberikan pengaruh akan peningkatan kemampuan

pemilik usaha pangan Tahu, Tempe. Pemberian bimbingan secara tertulis terkait

upaya dan bentuk pengelolaan usaha pangan Tahu, Tempe belum terlaksana

dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya penetapan waktu kegiatan bimbingan

dimana ditetapkan selama 5 hari realisasinya hanya 3 hari sehingga belum

memaksimalkan kegiatan pembinaan yang diberikan mualai dari pembinaan

materi pembelajaran akan pengenalan alat dan pengelolaan Tahu, tempe,

kegaiatan praktek, hingga bentuk pemasarannya. Kegiatan pengawasan yang

dialakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar diketahui

kurangnya jumlah pegawai dimana diketahui jumlah pegawai didalam melakukan

pengawasan sebanyak 4 orang sehingga terlihat kegiatan pengawasan tidak

memadai dengan jumlah usaha Tahu, tempe yang mengikuti pembinaan sehinga

kegiatan terlihat berlangsung begitu saja tanpa ada evaluasi terkait upaya

menanggulangi kendala dan permasalahan didalam pengelolaan Pangan Tahu,

Tempe tersebut. Kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan belum
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memberikan pengetahuan bagi penerima pembinaan dikarenakan kemamapuan

pelatihan tidak didasarkan kemampuan didalam pengetahuan akan pengelolaan

tahu, tempe  dan upaya bentuk praktek pemahami pengelolaannya mulai dari

pengenalan pengunaan alat-alat dan sampai dengan bahan-bahan tahu, tempe,

sehingga terlihat masih tergolong sama dengan kemampuan penerima pelatihan

usaha tahu tempe. Dan Pembinaan melalui pemberian buku petunjuk belum

memberikan uapaya pengembangan pengetahuan pengelolaan dan pengembangan

akan kepemilikan usaha Tahu, Tempe hal ini dikarenakan penjelasannya yang

terlalu panjang dan tidak mengarah secara langsung terhadap bentuk dan upaya

pengelolaan pengembangan Usaha Tahu Tempe.

C. Hambatan Peran Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten

Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di Kabupaten Kampar

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Peranan Dinas

Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri

Pangan Di Kabupaten Kampar, meliputi :

1. Memberi pengarahan

Kegiatan pembinaan Industri pangan Tahu dan Tempe melalui pemberian

pengarahan didalam pengembagan usaha Tahu dan Tempe belum memberikan

dampak keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah

akan bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Tahu, Tempe secara

umum melainkan hanya pengenalan usahan Tahu, Tempe sehingga pegarahan

yang diberikan belum memberikan pengaruh akan peningkatan kemampuan

pemilik usaha pangan Tahu, Tempe.
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Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa

pegarahan yang diberikan hanya sebatas pengerahan akan pengenalan usaha

pangan Tahu, Tempe melainkan tidak dalam bentuk-bentuk dan akan upaya

pegolah pengembangan usaha Tahu, Tempe secara umum.

2. Memberi bimbingan

Pemberian bimbingan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar melalui bimbingan secara tertulis terkait upaya dan bentuk

pengelolaan usaha pangan Tahu, Tempe dan bimbingan secara lisan didalam

penyampaiannya diketahui belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan

kurangnya penetapan waktu kegiatan bimbingan dimana ditetapkan selama 5 hari

realisasinya hanya 3 hari yang seharusnya ditingkatkan selama 5 hari, sehingga

belum memaksimalkan kegiatan pembinaan yang diberikan mualai dari

pembinaan materi pembelajaran akan pengenalan alat dan pengelolaan Tahu,

tempe, kegaiatan praktek, hingga bentuk pemasarannya.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa kegiatan

bimbingan belum dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

Kabupaten Kampar sesuai dengan waktu kegiatan bimbingan selama 5 hari

melainkan realisasinya hanya 3 hari, sehingga belum memberikan pengajaran

pemberian dalam bentuk materi pembelajaran pengenalan alat-alat pengelolaan

tahu, tempe dan kegaiatan praktek, hingga bentuk pemasarannya.

3. Melakukan pengawasan

Kegiatan pengawasan yang dialakukan Dinas Perindustrian Dan Tenaga

Kerja Kabupaten Kampar diketahui kurangnya jumlah pegawai dimana diketahui
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jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sebanyak 4 orang yang

seharusnya 6 orang sehingga terlihat kegiatan pengawasan berlangsung begitu

saja tanpa ada evaluasi terkait upaya menanggulangi kendala dan permasalahan

didalam pengelolaan Pangan Tahu, Tempe tersebut.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa

pengawasan keberhasilan praktek usaha tahu, tempe belum berlangsung dengan

baiak hal ini dikarenakan  jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan

sebanyak 4 orang yang seharusnya 6 orang sehingga kegaiatan pengawasan tidak

terlaksana dengan maksimal.

4. Memberikan pendidikan dan pelatihan

Kegiatan pemberian pendidikan dan pelatihan belum memberikan

pengetahuan bagi penerima pembinaan dikarenakan kemamapuan pelatihan tidak

didasarkan kemampuan didalam pengetahuan akan pengelolaan tahu, temped an

upaya bentuk praktek pemahami pengelolaannya mulai dari pengenalan

pengunaan alat-alat dan sampai dengan bahan-bahan tahu, tempe, sehingga

terlihat masih tergolong sama dengan kemampuan penerima pelatihan usaha tahu

tempe.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa

pemberian pendidikan dan pelatihan terhadap industri Pangan Tahu, Tempe

bahwa kemamapuan petugas pelatihan tidak didasarkan kemampuan didalam

pengetahuan akan pengelolaan tahu  yang seharusnya memiliki kemampuan yang

didasarkan kemampuan pendidikan sehingga kegiatan dapat menunjang

kemampuang pengusaha isdutri Tahu dan tempe tersebut.
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5. Memberi buku petunjuk

Pembinaan usaha industri Pangan Tahu, Tempe dengan memberikan buku

petunjuk belum memberikan uapaya pengembangan pengetahuan pengelolaan dan

pengembangan akan kepemilikan usaha Tahu, Tempe hsl ini dikarenakan

penjelasannya yang terlalu panjang dan tidak mengarah secara langsung terhadap

bentuk dan upaya pengelolaan pengembangan Usaha Tahu Tempe.

Begitu juga dari hasil wawancara, kuesioner dan observasi bahwa

memberikan buku petunjuk didalam pengembangan pengetahuan pengelolaan dan

pengembangan usaha Tahu, belum memberikan pengarahan secara langsung

terhadap bentuk dan upaya pengelolaan pengembangan Usaha Tahu Tempe,

sehingga kepemilikan usaha masih bingung didalam pemahaman akan buku

pentunjuk yang diberikan.
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BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peranan Dinas Perindustrian Dan

Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Dalam Pembinaan Industri Pangan Di

Kabupaten Kampar berdasarkan hasil analisa dari indikator Memberi

pengarahan, Memberi bimbingan, Melakukan pengawasan, Memberikan

pendidikan dan pelatihan, Memberi buku petunjuk hasil penelitian dikatakan

cukup baik hal ini diketahui Kegiatan pembinaan Industri pangan Tahu dan

Tempe melalui pemberian pengarahan  didalam pengembagan  usaha Tahu

dan Tempe sudah terlaksana akan tetapi belum memberikan dampak

keberhasilannya hal ini dikarenakan kegiatan pengarahan tidak mengarah akan

bentuk-bentuk dan upaya pegolah pengembangan usaha Tahu, Tempe secara

umum melainkan hanya pengenalan usahan Tahu. Pemberian bimbingan

secara tertulis terkait upaya dan bentuk pengelolaan usaha pangan Tahu,

Tempe belum terlaksana selama 5 hari realisasinya hanya 3 hari begitu juga

diketahui jumlah pegawai didalam melakukan pengawasan sebanyak 4 orang

sehingga terlihat kegiatan pengawasan tidak memadai dengan jumlah usaha

Tahu, tempe yang mengikuti pembinaan. Kegiatan pemberian pendidikan dan

pelatihan belum memberikan pengetahuan bagi penerima pembinaan

dikarenakan kemamapuan pelatihan tidak didasarkan kemampuan didalam

pengetahuan akan pengelolaan tahu, tempe, pengenalan pengunaan alat-alat
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dan sampai dengan bahan-bahan tahu, tempe, sehingga terlihat masih

tergolong sama dengan kemampuan penerima pelatihan usaha tahu tempe.

2. Hambatan pelaksanaan Pembinaan Industri Pangan di Kabupaten Kampar

bahwa diketahui kurangnya penetapan waktu kegiatan bimbingan sehingga

belum memberikan pengembangan dan pengenalan akan diman diketahui

kegiatan bimbingan mulai dari awal sampai selesai selama 3 hari yang

seharusnya maksimal sampai dengan 5 hari, Diketahui kurangnya jumlah

pegawai dimana jumlah pegawai hanya 4 orang yang seharusnya 6 orang

sehingga terlihat kegiatan pengawasan berlangsung begitu saja tanpa ada

evaluasi terkait upaya menanggulangi kendala dan permasalahan didalam

pengelolaan Pangan Tahu, Tempe tersebut, kemamapuan pelatihan masih

biasa dan tergolong sama dengan kemampuan para industri Pangan Tahu,

Tempe yang ada,  yang seharusnya pemberi pelatihan memiliki kemampuan

yang didasarkan kemampuan pendidikan sehingga kegiatan dapat menunjang

kemampuang pengusaha isdutri Tahu dan tempe tersebut, serta buku petunjuk

yang disediakan bagi pengusaha industry pangan tahu, tempe belum

memberikan penjelasan pengembangan usaha industry tahu tempa secara

detail dan  panjang didalam penjelasannya sehingga tidak semua Industri

memahami secara luas arahan didalam buku pentunjuk yang telah disediakan.

B. Saran

1. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

melakukan kerjasama dengan para ahli didalam pengelolaan tahu, tempe

sehingga kegiatan pembinaan berlangsung tepat sasaran.
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2. Perlunya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

meningkatkan waktu kegiatan pembinaan Industri Pangan Tahu, Tempe

dari 5 hari menjadi 5 hari kegiatan pembinaan danpelatihan.

3. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

menambah jumlah pegawai didalam melakukan pembinaan sebanyak 6

orang yang sebelumnya 4 orang.

4. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

menetapkan petugas pemberi pembinaan dan pelatihan berdasarkan

kemampuan tingkat pendidikan sarjana dan pengalaman pengembangan

usaha industri pangan.

5. Sebaiknya Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar

mempersingkat penjelasan bentuk-bentuk pengembangan pengelolaan

usaha industri pangan Tahu, agar masyarakat memahami secara langsung

akan upaya tindakan yang dilakukan.
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